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BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 2% TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2007

Menimbang

Mengingat

BUPATI PEMALANG.

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pemalang  tentang  Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggara Pendpatan dan
Belanja Daerah T'ahun Anggaran 2007;

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68 Tambahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048):

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
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10.

L1.

12.

13.

14.

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

Undang-Undang ~ Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang ~ Nomor 10  Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang  Nomor 15  Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400 ):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):;

Undang-Undang  Nomor 32  Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemcrintahan Daerah menjadi  Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahjun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950:

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintaha Dacrah (LLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090) ;


http://jdih.pemalangkab.go.id/produkhukum/

http:/jdih.pemalangkab.go.id/

. http://jdih.pemalangkab.go.id/

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23,

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Necpara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577 ):

Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah (I.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Menetapkan

25,

26.

28.

29.

30.

33.

Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pcemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Kecuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Presiden  Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun
2007 tentang Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2007
( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007
Nomor 20);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007;

Peraturan Bupau Pemalang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Penjabaran Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI TENTANG  PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2007.
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Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2007 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
a. Dana Perimbangan
b. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 51.147.167.350,00

Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Lagsung

D)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Lagsung

1)
2)
3)

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan

a.
b.

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.

Penerimaan
Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 55.835.580.243,00
Rp. 579.326.009.919,00

Rp.

Rp. 310.951.852.383,00
Rp. 576.645.922.00
Rp. 0,00
Rp. 0.00
Rp. 18.483.393.890,00
Rp.  1.080.193.011,00
Rp. 31.877.958.000,00
Rp. 994.839.630.00

Rp.

Rp. 49.959.398.132,00
Rp. 88.786.766.552,00
Rp. 148.413.021.257,00

686.308.757.512,00

363.964.882.836,00

287.159.185.941,00

651.124.068.777,00
35.184.688.735,00

Rp. 89.017.553.799,00
Rp. 17.368.318.186,00

Rp.

71.649.235.613,00

Pasal 2

106.833.924.348,00

Ringkasan Laporan Realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pemalang ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan rcalisasi anggaran.
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Penjababaran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam

Lampiran [l Peraturan Bupati Pemalang ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pemalang ini.

Peraturan Bupati Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuninya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerab.

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 30 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

SANTOSO

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juni 2007

PATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR
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